
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAIf GUBERNUR LAMPUNG 
BOMOR 67 TAHUl'f 2017 

TEBTABG 

PERUBAHAl'f ATAS PERATURAIf GUBERl'fUR LAllPUNG KOIIOR S9 TAJIVlIf 
2016 TEKTABG KEDUDtJK.AR. SUSUlfAB ORGAlOSASI. TUGAS DAB nJNGSI 

BERTA TATAKERJ'A SEKRETARIAT DAERAH PROVl1lSl LAllPUNG 

DEKGAB RAHMAT TUHAl'f YABG MAlIA ESA 

GUBERNUR LAMPUl'IG, 

Menirnbang a.	 bahwa Peraturan Gubemur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 
tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan 
fungsi serta tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
sebagai implernentasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nornor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setelah dievaluasi 
perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b.	 bahwa sehubungan dengan maksud ketentuan huruf a 
tersebut di atas, perlu menetapkan perubahan atas 
kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi 
serta tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan 
Peraturan Gubemur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah: 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Tabun 2015 

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tabun 2011 
tentang Pernbentukan Peraturan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

11. Peraturan Daerab Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan 
Penyelenggara Korps Pegawai Republik Indonesia dan Badan 
Layanan Pengadaan Barang dan .Jasa Pemerintah Provinsi 
Lampung; 

MEMUTUSKAl'f: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TEMTAN'G PERUBAHAN ATAS 
PERATURAR GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2016 
TENTAN'G KEDUDUKAN, SUSUNAN' ORGANISASI, TUGAS DAN' 
FUNGSI SERTA TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG. 

Paaall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 
59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Rincian Tugas dan Fungsi 
serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung (Berita 
Daerah Provinsi Larnpung Tahun 2016 Nomor 59), diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 47 c1iubah, sehingga PasaI 47 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal47 
"~ - (1) Biro Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan 

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan 
tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program 
kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan di bidang 
Produksi, Penanaman Modal dan BUMD, Lingkungan 
Hidup, Kehutanan, Transportasi, Logistik, Pariwisata, 
Lembaga Ekonomi, Perkebunan dan Sumber Daya Air 
serta Sarana Perekonomian dan Pengembangan 
Teknologi, 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Biro Perekonomian mempunyai fungsi: 
a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di 

bidang Adrninistrasi Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; 

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan 
program kegiatan di bidang Produksi, Penanaman 
Modal dan BUMD, Lingkungan Hidup, Kehutanan, 
Transportasi, Logistik, Pariwisata, Lembaga Ekonomi, 
Perkebunan dan Sumber Daya Air serta Sarana 
Perekonomian dan Pengembangan Teknologi; 


